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TAJUK RENCANA
Pencegahan 'Stunting’

UPAYA pencegahan stunting
atau gizi buruk pada anak-anak,
khususnya bayi berusia dua tahun
sampai lima tahun, terus digencar-
kan oleh pemerintah. Bahkan tidak
hanya BKKBN yang gencar mem-
berantas stunting, tetapi Kemente-
rian Agama juga memberikan per-
hatian. Salah satu upaya yang di-
lakukan Kementerian Agama untuk
mendukung program BKKBN, di-
lakukan melalui program pendam-
pingan konseling dan pemeriksaan
kesehatan untuk tiga bulan terakhir
pranikah. Upaya ini dimaksud se-
bagai pencegahan stunting yang
dimulai dari hulu, yakni kepada
calon pengantin.

Program tersebut diluncurkan di
Pendapa Parasamya Pemkab
Bantul dan diikuti secara nasional
oleh 34 Kanwil Kemenag di seluruh
Indonesia secara virtual, Jumat
(11/3). Peluncuran dilakukan Me-
nteri Agama Yaqut Cholil Qoumas
didampingi Kepala BKKBN Hasto
Wardoyo dan Bupati Bantul H
Abdul Halim Muslih. Peluncuran ju-
ga ditandai Deklarasi Tim Perce-
patan Penurunan Stunting (PTP-
PS) Kabupaten Bantul oleh Wakil
Bupati Bantul Joko B Purnomo,
yang merupakan Deklarasi PTPPS
pertama di Indonesia.

Diungkapkan oleh Yaqut Cholil
Qoumas, Kemenag dan BKKBN
serius dalam upaya menurunkan
angka stunting. Sebab menurut-
nya, pencegahan stunting bagi
calon pengantin bukan hanya pro-
gram atau perintah negara tetapi
juga perintah agama.

Bahwa menyiapkan generasi ter-
baik merupakan risalah ukhuwah
agama. Karena itu, upaya penu-
runan stunting bukan hanya tang-
gung jawab Kemenag dan BKK-
BN, tetapi tanggung jawab ber-
sama.

Menurut Hasto Wardoyo, angka
kelahiran stunting di Indonesia ma-
sih mencapai 24,4 persen, karena
ibu yang saat hamil hingga mela-
hirkan 36 persen anemia. Semen-
tara di Bantul angka stunting sudah
di bawah 16 persen, sehingga
Bantul layak menjadi percontohan.

Bupati Bantul juga mengungkap-
kan, pencegahan stunting meru-
pakan visi dan misi Pemkab Ban-
tul. Melalui program berbasis ma-

syarakat padukuhan, Pemkab
Bantul menyalurkan dana Rp 50 ju-
ta untuk setiap padukuhan, fokus
dalam empat sektor, salah satunya
kesehatan melalui peningkatan
mutu dan kualitas Posyandu yang
bertujuan meningkatkan derajat
ibu, anak dan ibu hamil.

Beberapa kabupaten/kota saat
ini juga menggencarkan penu-
runan angka stunting. Pemkab
Kabupaten Temanggung, misal-
nya, terus berjuang menurunkan
angka stunting. Usaha itu itupun
telah berhasil menurunkan sekitar
10 persen, dari 30 persen menjadi
20 persen. Untuk menurunkan
angka stunting memang diperlukan
keterlibatan semua pihak, dengan
fokus mencegah stunting hingga
penanganan anak stunting.

Khusus untuk penanganan stun-
ting, Pemkab Temanggung juga
membentuk tim pendamping kelu-
arga (TPK), yang terdiri dari bidan
desa atau bidan pembina desa, ka-
der PKK, dan kader KB. Bahkan
saat di Kabupaten Temanggung
terdapat 609 TPK sehingga total
anggota TPK ada 1.827 orang, ter-
sebar di 289 desa/keluarahan.

Berbagai upaya memang sangat
diperlukan untuk mencegah dan
menangani anak-anak stunting.
Karena itu, sangat layak kalau se-
mua Pemkab atau Pemkot dan
Pemprov benar-benar memberi-
kan perhatian seriuds terhadap
masalah anak-anak stunting. Ten-
tunya tidak ada pimpinan di negeri
ini yang melakukan pembiaran ter-
hadap masalah stunting. Untuk itu,
juga sangat diperlukan dukungan
dari berbagai elemen masyarakat.

Dengan adanya penanganan
yang sungguh-sungguh, anak
stunting akan mendapat pena-
nganan khusus, di antaranya pem-
berian bantuan gizi tambahan, pe-
nanganan medis, pengetahuan po-
la asuh anak, dan bantuan pening-
katan kesejahteraan.

Semua itu melibatkan berbagai
instansi dan lembaga dan dita-
ngani secara bersama-sama, se-
cara gotong royong. Selain itu, per-
lu pula pendampingan dan edukasi
kepada kelompok sasaran, mulai
calon pengantin, ibu hamil, ibu ber-
salin, sampai ibu yang punya bayi
berusia dua tahun. O
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Tiang Listrik yang Mengganggu Pemandangan

YOGYAKARTA sebagai kota
tujuan wisata, banyak dikunjungi
wisatawan. Apalagi saat ini, desti-
nasi wisata yang masa pandemi
ditutup, kini sudah diperbolehkan
lagi dikunjungi. Tentu akan meng-
hidupan ekonomi wisata, setelah
beberapa tahun sesak nafas.

Namun, di sejumlah titik jalan
yang dilewati wisatawan, terdapat
beberapa tiang listrik dan tiang
telepon yang mengganggu kein-
dahan Yogyakarta. Salah satu
yang terlihat mencolok, adalah di
wilayah Gondomanan.

Tepatnya di depan pojok beteng

utara timur, ada tiang listrik dan 4
tiang telepon yang berdiri berjajar
di bahu jalan. Sehingga selain
mengganggu kelancaran arus lalu
lintas, juga mengurangi keindahan
kota. Juga menutupi keanggunan
bangunan yang punya cerita se-
jarah Pojok Beteng Yogyakarta.
Mudah-mudahan usulan demi
keindahan Kota Yogya dan kenya-

manan lalu lintas, bisa ber-
manfaat.

*) Aiptu Eka Yulianto,

SH, Tokolan, Tirtonirmolo,

Kretek Bantul.

Jalan Evakuasi Pengungsi Merapi

GUNUNG Merapi sedang ‘pu-
nya kerja’ batuk-batuk, sehingga di
sejumlah wilayah ada warga yang
mengungsi mandiri. Saya sebagai
warga yang sering melewati area
jalan evakuasi pengungsi, melihat
jalan-jalan di area tersebut masih

ada yang kurang baik karena se-
ring dilewati kendaraan bermuatan
berat. Mudah-mudahan adanya
peristiwa Merapi, segera diperbai-
ki, biar memuluskan jalur evakuasi.

*) Sudarmono, Turi, Sleman.

Mengajarkan Sejarah Serangan Umum 1 Maret 1949

KEPUTUSAN Presiden (Keppres) No 2
Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Ke-
daulatan Negara mengundang perdebatan
publik. Sebagian reaksi penolakan adalah
tidak dimasukannya nama Soeharto seba-
gai tokoh penting Serangan Umum (SU) 1
Maret 1949. Nama-nama yang disebut da-
lam pertimbangan naskah tersebut adalah
Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Pangli-
ma Besar Jenderal Soedirman, Presiden
Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad
Hatta. Kemudian juga disebutkan dukung-
an Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, laskar-laskar
perjuangan rakrat, dan segenap komponen
bangsa Indonesia lainnya.

Dalam ingatan kolektif masyarakat
SU 1 Maret 1949 identik dengan per-
an besar Soeharto. Selama Orde Ba-
ru buku-buku pelajaran sejarah mau-
pun film-film perjuangan, seperti film
Janur Kuning, selalu menonjolkan
kepahlawanan Soeharto. Pemerintah
menanggapi kritik dengan menegas-
kan Keppres No 2 telah sesuai fakta
sejarah. Ketua Tim Naskah Akademis
Dr Sri Margana juga tidak meng-
gubris berbagai kritik atas naskah
yang disusun timnya. Tulisan ini tidak
memperpanjang polemik, tetapi men-
gajak pembaca melihat dalam per-
spektif pembelajaran sejarah.

Sebagian masyarakat khawatir
Keppres No 2 sebagai produk hu-
kum bermuatan politis, yang berusa-
ha mengubur peran Soeharto dalam SU 1
Maret 1949. Ada kekhawatiran para siswa
tidak memperoleh informasi yang utuh lagi
atas sejarah peristiwa tersebut. Kekhawa-
tiran itu tidak beralasan bila masyarakat
memaknai sejarah secara utuh, dan dapat
membedakan bahasa Keppres dengan ki-
sah sejarah.

Guru Sejarah, sosok yang berinteraksi
langsung dengan siswa memiliki peran
penting dalam menghadirkan sejarah seca-
ra utuh atas peristiwa SU 1 Maret 1949.
Guru harus memiliki wawasan kesejarahan
luas (berkompetensi profesional). Ketika
guru mengajarkan peristiwva SU 1 Maret
1949 tentu tak lepas dari peristiwa-peristi-
wa Agresi Militer Belanda Il, PDRI, Perang
Gerilya, SU 1 Maret 1949, dan Pengakuan

Supardi

Kedaulatan Indonesia, yang mana pasti
peran Soeharto akan disebut. Seperti hal-
nya mengajarkan Proklamasi 17 Agustus
1945, tidak akan lepas dari peristiwa-peris-
tiwa BPUPKI, PPKI, Kekalahan Jepang,
Peristiwa Rengasdengklok, dan proses
Proklamasi Kemerdekaan, termasuk para
tokoh di dalamnya.

Guru sejarah perlu membelajarkan se-
jarah dengan menyajikan fakta-fakta pen-
ting melalui pengalaman belajar atau meto-
de pembelajaran bervariasi dalam pembela-

jaran sejarah kritis. Guru tak perlu mengha-
dirkan seluruh fakta tersebut dalam pe-
nyampaian informasi secara ekspositori
yang membebani siswa dengan tumpukan
fakta dan peristiwa. Pembelajaran sejarah
kritis mengajak siswa membiasakan berpikir
historis berlandaskan metode sejarah kritis.
Dalam mengembangkan pembelajaran
sejarah kritis, guru menggunakan model-
model pembelajaran yang berpusat pada
siswa seperti saintifik, discoveri, dan inkuiri.
Model-model pembelajaran ini menjadikan
siswa sebagai subjek belajar untuk meng-
gali informasi dan makna peristiwa sejarah
secara utuh. Pembelajaran student center
perlu didukung sumber belajar yang berva-
riasi dan berbasis teknologi kekinian.
Berbagai sumber belajar sejarah menya-

jikan informasi yang lengkap yang dapat
diperoleh melalui pengalaman belajar
siswa. Pembelajaran sejarah kritis menga-
jak siswa berlatih berpikir historis, bukan
hanya menerima informasi fakta sejarah.
Siswa dapat menemukan fakta dan kon-
sep lebih banyak, bahkan tokoh-tokoh lokal
dan bukan orang penting. Mereka dapat
menyusun karya sejarah yang membuat
pembelajaran sejarah menantang dan
bermakna. Keppres dan naskah akademik
hanyalah sebagian sumber sejarah di an-
tara sumber-sumber sejarah lainnya.

Hal terpenting terkait tujuan Keppres No
2 adalah menanamkan kesadaran masya-
rakat terhadap nilai-nilai sejarah per-
juangan bangsa, seperti pantang
menyerah, patriotik, rela berkorban,
berjiwa nasional, dan berwawasan ke-
bangsaan, serta memperkokoh persat-
uan dan kesatuan nasional. Kalimat
dalam dalam Keppres tersebut meng-
ingatkan fungsi sejarah sebagai alat
pendidikan seperti diungkap Kuntowi-
joyo (1992). Karena itu pembelajaran
sejarah tidak hanya mendorong siswa
menemukan kisah sejarah, tetapi yang
lebih penting menemukan makna di
balik kisah sejarah tersebut. SU 1 Ma-
ret 1949 memiliki arti penting bagi ek-
sistensi dan penegakan kedaulatan
negara. Melalui pengalaman belajar
tersebut siswa menemukan, menghay-
ati, dan mengamalkan nilai-nilai kepah-
lawanan yang dicontohkan para pe-
juang bangsa. (*)

: Arko

llustrasi

*) Dr Supardi MPd,
Dosen FIS UNY dan Sekretaris
Masyarakat Sejarawan Indonesia-DIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan me-
ngirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email : opinikr-
@gmail.com dengan panjang tulisan an-
tara 535 - 575 kata, dengan mengisi su-
bjek mengenai isu yang ditulis serta ja-
ngan lupa menampilkan fotocopy identi-
tas. Terimakasih.

Jalan Liku TPP Guru

BELAKANGAN ini ramai diperbincang-
kan masalah Tambahan Penghasilan Pe-
gawai (TPP) PNS pada lingkup Pemda
DIY. Sebab ada kesenjangan penerimaan
TPP jabatan fungsional guru dengan ja-
batan struktural tata usaha sekolah.

Untuk menyikapi kesenjangan penerima-
an TPP tersebut perlu diruntut aturan terkait
TPP bagi guru. Awalnya TPP bagi guru
(dan pengawas sekolah) terdapat dalam
pasal 5 Pergub No. 90/2019 tentang TPP
yang menyebutkan ketentuan mengenai
pemberian TPP bagi PNS/Calon PNS pada
Jabatan Fungsional Guru dan PNS pada
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
diatur dalam Peraturan Gubernur. Tentunya
ini menjadikan angin segar bagi guru (dan
pengawas sekolah) meski harus menanti
Pergub baru yang diamanatkan oleh pasal
5 tersebut.

Pucuk dicinta ulam tiba. Pergub No.
8/2020 Tentang TPP bagi guru dan peng-
awas sekolah terbentuk sebagai amanat
dari pasal 5 Pergub Nomor 90/2019. Pasal
terkait langsung TPP guru ada pada pasal
3 ayat (1) yang menyebutkan pemberian
TPP dilakukan sesuai ketentuan dalam
Pergub tentang TPP ASN, kecuali pada ke-
tentuan mengenai Bobot Pegawai.

Kemudian ayat (2) menyebutkan Bobot
Pegawai ditetapkan sebagai berikut: Guru/-
Pengawas Sekolah yang belum menerima
tunjangan profesi (bobot 1); Guru yang
mendapat tugas tambahan sebagai Kepala
Sekolah SLB Negeri/SMA Negeri/SMK
Negeri (bobot 1).

Pergub No. 8/2020 dicabut karena
berlakunya Pergub No. 9/2021. Pasal ter-
kait TPP guru dalam Pergub No. 9/2021
adalah Pasal 7 ayat (4) di mana penetapan
bobot pegawai dikecualikan dari ketentuan
untuk: huruf (a) Calon PNS/PNS Guru yang
belum menerima tunjangan profesi ditetap-
kan Bobot sebesar 100% (seratus persen)

Joko Triyanto

dari Bobot Pegawai terendah; huruf (b)
PNS Guru yang mendapat tugas tamba-
han sebagai Kepala Sekolah SLB
Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri ditetapkan
Bobot sebesar 100% (seratus persen) dari
Bobot Pegawai terendah; dan huruf (c)
Calon PNS/PNS Guru yang sudah meneri-
ma tunjangan profesi ditetapkan bobot
sebesar 50% (lima puluh persen) dari
Bobot Pegawai terendah.

Tidak dijelaskan mengapa guru diper-
bandingkan dengan bobot pegawai teren-
dah (pendidikan SD golongan la). Padahal
Permenpan-RB No. 16/2009 tentang Ja-
batan Fungsional Guru dan Angka Kredit-
nya pasal 30 menyebutkan syarat minimal
kualifikasi guru adalah S1/ Diploma IV.

Pergub No. 9/2021 hanya berlaku satu
tahun dan dicabut dan diberlakukan Per-
gub No. 112/2021 yang akan berla-

untuk TPP guru dan sekitar Rp 6.800.000-
untuk TPP kepala subbagian TU, sekitar
Rp 3.400.000,- untuk TPP CPNS TU golon-
gan llla, dan seterusnya.

Demikian jalan berliku pasal-pasal terkait
langsung TPP bagi guru (dan pengawas
sekolah) Pemda DIY yang jauh dari harap-
an. Hal ini menyebabkan kontraproduktif
terhadap regulasi tersebut. Meski demikian
kedewasaan guru sebagai pendidik anak
bangsa harus dikedepankan untuk menja-
ga kondusifitas iklim kerja.

Harapan bagi Pemda DIY agar menyele-
saikan masalah TPP dengan sebaik-baik-
nya dengan berpedoman teguh pada prin-
sip-prinsip peberian TPP yang efektif,
akuntabel, proporsionalitas, dan berkeadi-
lan dengan memperhatikan regulasi ten-
tang Kelas Jabatan. (*)

*) Joko Triyatno SPd SH MPd,
guru SMA N 1 Galur, Kulonprogo.

ku efektif Januari 2022. Pasal ter-
kait TPP ada pada pasal 4, yaitu
TPP dikecualikan dan tidak diberi-
kan penuh kepada: huruf (e) Pe-
gawai ASN jabatan Guru yang tidak
mendapat tugas tambahan seba-
gai Kepala Sekolah, calon Guru,
dan Pengawas Sekolah yang telah
menerima Tunjangan Profesi Guru
diberikan TPP sebesar 50% (lima
puluh persen). Ketentuan pasal ini
tergolong "pasal karet” karena tidak
menyebutkan besaran TPP yang
pasti, sebesar 50% dari apa? Dari
bobot 1 ataukah dari bobot kelas ja-
batan?

Namun lembar SPJ trial bulan
Januari 2022 mengindikasikan be-
saran 50% tersebut dari bobot 1
(pegawai terendah) dengan be-
saran nominal sekitar Rp 450.000,-

GPH Bhre Cakrahutama telah dikukuhkan
menjadi KGPAA Mangkunegara X.
- Ndherek mangayubagya.

Menhub yakin kereta api Indonesia sejajar de-
ngan teknologi dunia.
- Cukup yakin?

Wisuda santri, suasana Lapas Wirogunan
seperti pesantren.
- Alhamdulillah.
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